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Abstract
The provinces of East Kalimantan and North Kalimantan are regions with the most populous prisoners in Indonesia. This study aims: 1). What is the regulation of Penitentiary Institutions in terms of Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. 2). What are the characteristics of the level of overcapacity and the fostering system of prisoners at the Penitentiary in East Kalimantan. 3). How is the effort to reduce the violator of the law in overcoming the problem of prison overcapacity. This research method is normative juridical, which focuses on the object of research in the legislation regulation, with a policy case study on the implementation of correctional institutions in East Kalimantan Province. Research result; 1. Based on Law No. 12 of 1995 that the purpose of correcting is to provide guidance to prisoners based on the system, institution, and methods of guidance. However, due to overcapacity it is difficult to provide maximum service, which impacts conflict. 2. The characteristics and density of prisons and detention centers in this area is quite alarming, because prisons have over-capacity (289%), and around (60%) are drug crimes. 3). Efforts to reduce the density of prisoners in prisons include; make a prisoner coaching program more flexible, reduce the time to undergo criminal justice with a good work through (system good time allowance) which is a prisoner formation program inside and outside the correctional institutions provided by the government or social institutions.
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Abstrak
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi daerah dengan penghuni penjara terpadat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: 1). Bagaimanakah pengaturan Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyakatan. 2). Bagaimanakah karakteristik tingkat overkapasitas dan system pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Timur. 3). Bagaimana upaya menurunkan pelaku pelanggaran hukum dalam mengatasi permasalahan overkapasitas penjara. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada obyek penelitian Peraturan Perudang-undangan, dengan studi kasus kebijakan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Penelitian; 1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan. Akan tetapi akibat terjadinya overkapasitas sulit untuk memberikan pelayanan maksimal, yang berdampak terjadinya konflik. 2. Karakteristik dan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan dan Rutan di daerah ini cukup menghawatirkan, karena penjara mengalami over kapasitas mencapai (289%), dan sekitar (60%) merupakan kejahatan narkoba. 3). Upaya untuk mengurangi overkapasitas narapidana di lapas antara lain; membuat program pembinaan narapidana yang lebih fleksibel, pengurangan masa menjalani pidana dengan suatu pekerjaan baik melalui (system good time allowance) yang merupakan program pembinaan narapidana di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial. 
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke- 4 (empat)  di dunia, namun jumlah tahanan di Indonesia hanya menempati urutan ke-10 (sepuluh). Berdasarkan data bulan Desember 2017, Jumlah Tahanan di Indonesia adalah  sebanyak 173.713 orang. di Kawasan Asia tenggara sendiri jumlah tahanan Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan dengan Thailand (315.969). negara tetangga dengan jumlah tahanan paling sedikit adalah Brunei Darussalam (565 orang). 
Berdasarkan data pada bulan Desember 2017, tingkat okupansi penjara di Indonesia mengalami over kapasitas (149.5%) bahkan pada Lapas tentu kabarnya ada yang mencapai 600%. meskipun demikian, okupansi penjara Indonesia masih berada di peringkat 49. di Kawasan ASEAN, okupansi penjara Indonesia termasuk paling tinggi kedua setelah Filipina (316%). Filipina menempati peringkat ke-5 dengan okupansi penjara paling tinggi di dunia.
Situasi unik justru dialami penjara di Belanda. Tingkat kejahatan yang turun (0,9%) selama lima tahun terakhir, memicu timpangnya rasio narapidana dan sipir. Lapas di Belanda yang memiliki 13.500 sel, namun hanya dua pertiga (67%) saja yang terisi. Oleh karena itu Kementerian Kehakiman akhirnya mencari solusi dengan menampung tahanan asal Norwegia untuk mengisi sel-sel yang kosong tersebut. Kebijakan impor narapidana itu diumumkan Jaap Oosterveer, dari Kementerian Kehakiman Belanda. Dalam perjanjian itu, Norwegia bersedia mengirim 250 narapidana untuk ditahan di Belanda. Berdasarkan hitungan Oosterveer, berkat kebijakan ini pihaknya tidak perlu memecat 1.900 sipir ataupun pekerja lapas lainnya. (sumber: merdeka .com)
Persoalan overkapasitas penjara tak menutup kemungkinan menjadi bom waktu. Sebab, persoalan itu masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi daerah dengan penghuni penjara terpadat di Indonesia. Dengan kapasitas 2.928 orang, penjara di Kaltim-Kaltara menampung 9.901 penghuni. Overkapasitas mencapai (289%). Jumlah penghuni Lapas jauh timpang dengan para petugas Lapas yang ada. Data per Mei 2018 jumlah petugas hanya 175 orang Artinya, tiap petugas di penjara harus mengawasi 165 orang, Padahal idealnya 1 petugas mengawasi 25 orang tahanan saja. Jika tidak sesuai dengan kemampuan personil Lapas, maka resikonya petugas tidak dapat mengendalikan penghuni Lapas. (Kaltim Post 22 Mei 2017).
Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum terutama di lembaga pemasyarakatan walaupun narapidana telah melanggar hukum. akan tetapi hak-hak narapidana harus diayomi dan diperlakukan dengan adil. Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dinyatakan bahwa  Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga  Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga  binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. 
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yang disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Berdasarkan pengertian yang sebutkan pada undang-undang, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat untuk membina, membimbing dan mendidik narapidana, melainkan tujuannya adalah agar setelah mereka menyelesaikan masa pidananya, mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyesuaikan diri sehingga mampu di terima oleh masyarakat luar. Penghuni dari Lapas adalah orang yang kemudiaan dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum dan telah di putuskan bersalah melalui proses pengadilan. Di Indonesia, penjatuan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan yang terjadi. Dalam hukum pidana dikenal istilah (3) R dan (1) D sebagai tujuan pidana yaitu: 
a) Retribution, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar kerena telah melakukan kejahatan; 
b) Restrain, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat; 
c) Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat; 
d) Deterrence, yaitu: menjera atau mencegah sehinggah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jerah atau takut untuk melakukan kejahatan. 
Pengertiaan narapidana  berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Konsep Rehabilitasi narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian akan dibina dan di rehabilitasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Berdasarkan pengertian kata, rehabilitasi di bagi menjadi re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditunjukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi (Sri Widiati, 1984:5) 
Rehabilitasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) berati untuk memperbaiki pola pikir serta tingkah laku narapidana agar diterima kembali oleh masyarakat. Jenis kegiatan rehabilitasi yang dapat di terapkan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut: 1. Bimbingan fisik dan kesehatan 2. Bimbingan mental, psikologis, agama dan kecerdasan 3. Bimbingan sosial 4. Konseling dan terapi 5. Bimbingan keterampilan kerja 6. Bimbingan Pengetahuan umum. Berbagai kegiatan bimbingan di atas mampu di lakukan dalam upaya dalam mengubah narapidana menjadi lebih baik dan siap untuk di lepas kembali masyarakat umum. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
Untuk menjalankan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentu harus didukung oleh seperangkat instrument antara lain; tenaga fungsional pembina lapas yang memadai, jumlah narapidana yang tidak berlebihan, sarana prasarana yang memadai dan pengaturan system yang efektif agar dapat mencapai tujuan pembentukan lembaga pemasyarakatan berupa;  pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. 
Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diterapkan untuk membentuk warga binaan (narapidana) sebagai manusia seutuhnya. Kehadiran sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan diharapkan bisa membuat warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dapat diterima masyarakat.

PERMASALAHAN
	Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas berikut ini ditampilkan permasalahan-permasalahan antara lain; 
1. Bagaimanakah pengaturan Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyakatan. 
2. Bagaimanakah karakteristik tingkat overkapasitas dan system pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Timur. 
3. Bagaimanakah upaya mengurangi kepadatan narapidana (overkapasitas) dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan, dengan studi kasus kebijakan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur. Waktu Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni  bulan Januari s/d Maret tahun 2019. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian doktrinal yang dikonsepsikan atas unsur doktrin yang dianut untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013:181), bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normative yakni; (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), (2), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan akan memeriksa regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer atau kajian kepustakaan (library research) karena data yang diperoleh difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Lapas ditinjau dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Meningkatnya kerusuhan di berbagai Lapas di Indonesia akhir-akhir ini ditengarai karena kondisi Penjara di Indonesia yang semakin padat dan sumpek. Contoh kasus kerusuhan yang memicu kaburnya sekitar 442 tahanan pada tahun 2018 yang lalu di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru diduga disebabkan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas rumah tahanan dan pungli yang dilakukan oleh sipir penjara tersebut. 
Pada bulan Desember 2018 terjadi kerusuhan di LP Kelas II A Lambaro, Aceh Besar yang menjadikan 113 narapidana melarikan diri. Sebelumnya kerusuhan dalam lapas juga pernah terjadi di Lhokseumawe pada tahun 2014. Kala itu napi juga membakar beragam fasilitas dalam lapas. Polisi menuduh sejumlah napi memprovokasi napi lain sehingga lapas ludes terbakar. Selain itu, pada tahun 2017 kerusuhan lapas terjadi di Nusakambangan, Bandung, Bengkulu, Pekanbaru, dan Jambi. Termasuk terjadinya beberapa kasus sejumlah napi kabur dari Lapas Abepura, Pariaman, dan Makassar. Jumlah napi yang makin melampaui kapasitas Lapas ini telah menimbulkan beragam persoalan, baik persoalan social, keamanan, dan juga anggaran. 
Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari lima dasa warsa yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi nara pidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 
Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Apa yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau nnak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
 	Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa  Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarkatan merupakan kewajiban pemerintah  dalam rangka mengembalikan narapidana kepada perilaku yang tidak melanggar hukum, dan agar mereka tidak mengulangi pelanggaran dan pada saatnya akam kembali menjadi warga masyarakat yang baik.  Nara pidana memiliki  Hak dan Kewajiban  meskipun mereka sedang  menjalankan masa hukuman di dalam lembaga pemasyaraktan.  
Berdasarkan  Pasal  14  UU  No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa narapidana berhak untuk; a).melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya; b).mendapat perawatan rohani maupun jasmani; c) mendapatkan pendidikan; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) mendapatkan bacaan dan media massa lainnya; f) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ; g) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau lainnya; h) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ; i) mendapatkan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; j) mendapatkan pembebasan bersyarat; k) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan l) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dari uraian beberapa hak-hak yang tercantum dalam regulasi di atas, ada beberapa hak yang bermasalah ketika okuvansi melebihi 300 % dari daya tampung ideal lapas di Kalimantan Timur. Hak-hak yang terbengkalai adalah mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak karena jumlah tenaga medis yang terbatas, dibandingkan pasian yang membludak. Hak yang tidak optimal dilakukan terkait dengan mendapatkan perawatan rokhani maupun jasmani, hal ini juga disebabkan kondisi narapidana yang membludak sehigga hal tersebut sulit dilakukan secara optimal. 
Kondisi kepadatan di Lapas merupakan kendala krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana sesuai ketentuan. Salah satu dampak overkapasitas di lapas dewasa ini adalah rentan terjadi kerusuhan yang menjadi bom waktu yang menurut pandangan Pakar Hukum Pidana dari UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta Prof. Muzakir perlu dilakukan perubahan manajamen Lapas. Kemenkumham harus mengubah sistem manajemen Lapas dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, hakim, jaksa dan lembaga hukum terkait lainnya . 
Sebab, melebihi kapasitas dalam penjara, menurut Muzakir, sampai kini tidak ada solusi yang tepat karena setiap kasus, baik kasus ringan dan berat selalu dijebloskan ke penjara, dan inilah yang menyebabkan penjara melebihi kapasitas. Dalam hal ini, Kemenkumham bisa koordinasi dengan kepolisian kalau memang kasus ringan dan bisa didamaikan mestinya tidak harus ke pengadilan, dan akhirnya masuk penjara. 
Lebih lanjut Muzakir, mengatakan Kemenkumham, kepolisian, para hakim dan stakeholder lainnya harus membicarakan sanksi hukum alternatif terhadap seseorang yang melanggar hukum, dan tidak harus masuk penjara. Contohnya seorang pelaku narkoba pasif tidak harus masuk penjara tapi cukup direhabilitasi dan diawasi sampai kembali normal.  Kecuali, bagi mereka yang narkoba aktif adalah para pengedar yang memang harus masuk panjara. Demikian halnya manajemen penjara harus diperhatikan input (napi yang masuk) dan output (napi yang keluar). Hal Ini menyangkut pemberian remisi kepada para napi. Kalau memang orang itu sudah melakukan perubahan sikap kepada sikap yang baik tidak  harus berlama-lama di penjara. 
Kondisi penghuni lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak menimbulkan dampak negatif dengan tidak berjalanannya sistem pembinaan karena menimbulkan berbagai masalah sosial di dalam pemasyarakatan. Terjadinya berbagai kendala tersebut tidak mencerminkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang sehingga menimbulkan konflik dalam lembaga pemasyarakatan. 
Pemberian hak kepada narapidana untuk mendapat pembinaan tersebut merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Makna yang terkandung Negara hukum ialah adanya pengakuan dan penjaminan unsur perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). 
Dalam pandangan A.V. Dicey bahwa perlindungan hak Asasi manusia termasuk bagi mereka yang menjadi narapidana merupakan bagian dari negara hukum pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ini merupakan keharusan yang ada dalam negara hukum, dalam arti dari segi kelayakan dan kepatutan. 
Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk dapat berubah menjadi baik dan diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat adalah hak dari narapidana dan hak dari warga masyarakat mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana yang berubah menjadi baik. Proses tersebut merupakan bagian kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi kejahatan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal menyangkut kebijakan perundang-undangan, fungsi aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. 
Dengan demikian prinsip-prinsip pembinaan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas: a) pengayoman; b) persamaan perlakuan dan pelayanan; c). pendidikan; d). pembimbingan; e). penghormatan harkat dan martabat manusia; f). kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan g). terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Namun demikian, jika ditilik dari sisi anggaran, ada banyak hak napi yang harus dipenuhi oleh pemerintah berdasarkan PP. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tetapi hak-hak tersebut tidak tidak akan mampu disediakan pemerintah karena keterbatasan keuangan dan sumberdaya yang dimiliki.

Karakteristik dan Okuvansi Lapas di Kalimantan Timur
Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah dengan penghuni penjara terpadat di Indonesia. Dengan kapasitas 2.928 orang, penjara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menampung 9.901 penghuni. Over kapasitas mencapai 289 % (sumber Kaltim Post 22 Mei 2017). Jumlah penghuni Lapas tidak sebanding dengan petugas Lapas. Menurut data per Mei 2017 jumlah petugas hanya 175 orang. Artinya petugas Lapas di Kalimantan Timur dan Kalimantan harus mengawasi 165 orang, angka tersebut sudah termasuk 2 orang petugas di pintu utama lapas atau rutan. Padahal idealnya 1 petugas mengawasi 25 orang saja. Adapun resiko yang mengancam kondisi tersebut, bisa saja petugas tidak dapat mengendalikan penghuni Lapas. 
Permasalahan yang timbul akibat dari okuvansi atau kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Barda Nawawi Arif (2016) antara lain; Pembinaan/proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, pakaian, dan obat-obatan. 
Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan bagi narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dan konflik dalam lembaga pemasyarakatan. 
Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia diatur dalam UU No. 15 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Sebagai gambaran actual di bawah ini akan ditampilkan data mengenai kondisi Lapas di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 
Selama ini regulasi tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan dinilai menjadi penghambat upaya pembinaan. Hal itu karena ketatnya, syarat pemberian remisi hukuman terhadap pelaku kasus hukum tertentu, seperti pengguna narkoba. Disamping harus bersedia menjadi justice collaborator, juga mesti membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Banyak yang tidak memenuhi syarat tersebut. Menkum HAM Yasonna Laoly berinisiatif mengumpulkan para ahli hukum untuk membahas revisi aturan remisi terpidana narkoba. Pertemuan para ahli itu bertujuan agar Kemenkum HAM mendapatkan masukan khususnya mengenai pelaksanaan hak WBP yang melakukan tindak pidana narkotika serta konsep pelayanan tahanan di dalam lapas dan rutan. Ada rencana mengganti justice collaborator menjadi Tim Pengawas Pemasyarakatan. Kondisi saat ini harus menjadi kewaspadaan seluruh pihak, hal ini mengingat over kapasitas memberi dampak sistemik. Karena sudah berulang kali terjadi kerusuhan di Lapas maupun Rutan di tanah air, bahkan sampai menyebabkan pembakaran penjara. 
Adapun mengenai karakteristik penghuni Lapas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah 60 %  merupakan  penghuni kasus narkoba, sedangkan 40 % merupakan campuran dari narapidana kasus pidana umum seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencurian, dan lain-lain. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana merupakan bagian dalam sistem pemidanaan berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana adalah upaya hukum untuk menghindarkan pengenaan pidana penjara yang lama beserta akibat negatif yang mengikutinya, upaya tersebut adalah tindakan setelah pemidanaan. Saat ini upaya tersebut yang paling memungkinkan. Sebab, jika berharap membangun rutan dan lapas baru saat ini pemerintah tak memiliki kemampuan. Biaya pembangunan sangat mahal, membutuhkan  milyaran rupiah, apalagi saat ini Pemda sedang mengalami defisit anggaran.  
Tabel 1. Data keadaan Lapas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
	UNIT PENGELOLA TEKNIS (UPT)
	Tahanan
	Napi
	Total
	Kapasitas
	Over Kapasitas

	1. Lapas Kelas II A Balikpapan
	7
	771
	778
	235
	231

	2. Lapas Kelas II A Samarinda
	17
	710
	727
	217
	235

	3. Lapas Kelas II A Tarakan
	413
	556
	969
	155
	525

	4. Lapas Kelas II B Nunukan
	161
	507
	668
	260
	157

	5. Lapas Kelas II B Tenggarong
	463
	866
	1.329
	350
	280

	6. Lapas Kelas III Bontang
	58
	724
	782
	376
	108

	7. Lapas Narkotika Kelas II A  Samarinda
	-
	1.160
	1160
	352
	230

	8. Rutan Kelas II A Samarinda
	1.133
	198
	1.331
	535
	149

	9. Rutan Kelas II Balikpapan
	496
	392
	888
	186
	377

	10. Rutan Kelas II B Tanah Grogot
	199
	215
	414
	160
	159

	11. Rutan Kelas II B Tanjung Redeb
	209
	540
	749
	195
	269

	Total
	3.156
	6.639
	9.795
	3.021
	324


Sumber: Kaltim Post 22 Mei 2017
	Berdasarkan tampilan data di atas diketahui bahwa okuvansi Lapas yang paling tinggi di Provinsi Kaltim dan Kaltara terjadi di Lapas Kelas II A Tarakan dengan kapasitas (155) orang tetapi harus dihuni oleh (969) orang sehingga terjadi overkapistas sebanyak (525) orang. Urutan kedua terpada terjadi di Lapas Balikpapan dengan kapasitas 186 orang, harus dihuni oleh (888) orang, sehigga terjadi overkapasitas sebanyak 377 orang. Sedangkan urutan ketiga terdapat di Tenggarong dengan kapasitas hanya 350 orang, tetapi dihuni oleh 1.329 orang, sehigga terjadi overkapasitas sebanyak 280 orang. Dapat dibayangkan tantangan para pengelola untuk mengatur narapidana agar tetap tertib, terjaga dan bertanggungjawab.
	Upaya percepatan lain, seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat juga belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan. Napi narkoba baru bisa mendapatkan fasilitas ketika telah menjalani 2/3 dari total masa tahanan. Itu lebih lama dari yang diterima napi dari kasus pidana umum yang hanya setengah dari masa tahanan. Kalau menunggu itu, keburu lebih lama yang masuk. 
	Mengingat banyaknya penghuni di penjara, negara mengeluarkan dana cukup besar. Untuk biaya makan tahanan, per orang dalam 1 hari mendapat alokasi sebesar 14.000. Artinya bila jumlah tahanan di Kaltim-Kaltara sebanyak 9.795 orang dalam sehari menghabiskan dana Rp. 137,13 juta dan sebulan sebesar Rp. 4,11 milyar, dan total setahun sebesar Rp. 49, 36 milyar, suatu jumlah yang sangat besar apabila digunakan membangun infrastruktur (sumber: Kaltim Post 24 April 2017). 
Dengan demikian upaya mempercepat proses pembinaan narapidana tersebut merupakan tolak ukur peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangangi dampak kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Upaya menurunkan pelanggaran hukum dalam konteks mengatasi overkapasitas 
Logika hukum berkata bahwa semakin tinggi tingkat penegakan hukum (law imforcement) semakin tinggi pula tingkat hunian nara pidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan sebaliknya semakin rendah penegakan hukum, maka semakin rendah pula nara pidana yang divonis dan dimasukkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, berjalannya system hukum dengan baik berdasarkan  tujuan hukum yang mestinya akan mengurangi tingkat hunian penjara. 
Menurut Teori yang dikemukakan oleh Michael Friedman dalam  Ilmar (2016)  tujuan pembentukan hukum akan berdampak terhadap peningkatan ketertiban  masyarakat apabila didukung oleh tiga aspek yakni; Legal Subtance (Substansi hukum), Legal Structur (Perangkat hukum), dan Legal Culture (budaya hukum). Maksud  Legal Subtance (Substansi hukum) adalah apabila materi Peraturan Perundang-undangan cukup baik dan konprehensip dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada person dan masyarakat mestinya dapat mengurangi pelanggaran hukum. 
Legal Structur (Perangkat hukum) adalah bagaimana perangkat hukum bekerja yakni pihak terkait yakni; kepolisian Negara, jaksa, hakim, dan para advokat merupakan perangkat hukum yang harus bekerja dengan profesional sehingga dapat melakukan penegakan hukum secara adil dalam arti apabila melanggar di sanksi dan apabila tidak bersalah tentunya harus dibebaskan. Sedangkan  aspek yang ketiga adalah Legal Culture (budaya hukum) merupakan aspek yang paling dominan dalam kaitannya dengan tinggi rendahnya tingkat pelanggaran hukum yang terjadi yang berdampak pada bertambanya narapidana yang akan menjalani pemasyarakatan. 
Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lapas di Indonesia penting dilakukan mengingat hal ini merupakan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri dan bertaubat agar menjadi warga negara yang baik. Apabila dihubungkan dengan kebijakan kriminal upaya mengurangi kepadatan narapidana, maka secara luas dapat mencakup kebijakan sistem pemidanaan yang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana. Kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai perwujudan kebijakan dari penerapan pidana penjara dalam sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan maupun kebijakan selektif dan limitatif. Oleh karena itu, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan maupun kebijakan selektif dan limitatif akan mencegah terjadinya kepadatan narapidana.
Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di Lapas adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada kemasyarakatan. Upaya optimalisasi percepatan reintegrasi merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di Lapas. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya optimalisasi peningkatan mengurangi overkapasitas narapidana di Lapas dengan mencari gagasan sebagai upaya alternative dalam program pembinaan narapidana dan dapat digunakan secara tidak langsung yaitu dengan system Good Time Allowance (pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik) sebagai upaya alternatif mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. System Good Time Allowance sebagai sumbangan pembaharuan hukum pidana bidang pelaksana pidana.

Grafik : 10 Kanwil Kemenkum & HAM dengan okuvansi Lapas tertinggi tahun 2018


Sumber: Data Ditjen PAS tahun 2018

Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan bulan Oktober 2018 kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar (99%). Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM mencatat  kapasitas penghuni rumah tahanan (Rutan) dan Lapas di Kanwil Kalimantan Timur mencapai 2.928 jiwa. Namun, Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Timur dihuni sebanyak 9.853 jiwa yang berarti kelebihan kapasitas 237 persen. Angka ini tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga menjadi warning bagi Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur beserta stakeholder lainnya agar lebih waspada terjadinya konflik atau kerusuhan yang tidak diinginkan.
Secara konkrit system good time allowance bahwa narapidana yang melakukan pekerjaan baik mendapatkan penghargaan atau upah pengurangan masa menjalani pidana dengan ketentuan 2 hari bekerja mendapatkan pengurangan selama 1 hari atau minimum pengurangan menjalani masa pidana 1 hari sampai dengan maksimum 15 hari per bulan.
Ketentuan lama waktu penguranan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik adalah bekerja selama 7 jam per hari selama 6 hari atau bekerja 42 jam selama satu minggu. Pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik tidak dilaksanakan pada hari minggu dan hari libur dan hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah. 
Perumusan good time allowance di beberapa negara ini dapat dipertimbangkan dalam program pembinaan narapidana di Indonesia di masa akan datang sebagai alternatif pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan yang terdapat dalam good time allowance yang merupakan tindakan non-custodial setelah pemidanaan. 
Tujuan good time allowance sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2016) merupakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, adanya model ini hanya mengurangi masa narapidana menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, bukan mengurangi masa pidana itu sendiri. Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut sejalan dengan ide dan tujuan pemasyarakatan. Patut dipertimbangkan bahwa, sistem pembinaan good time allowance seyogyanya dapat diterapkan sebagai pembaharuan program pembinaan narapidana. 
Korelasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 dalam upaya mengurangi Kepadatan Narpaidana. 
Berikut beberapa substansi pokok RKUHP tahun 2015, antara lain: 
1. Pergeseran filosofi pemidanaan jika dibandingkan dengan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) sehingga RUU KUHP ini berorientasi pada pemikiran aliran neo classical school yang selain mempertimbangkan aspek tindak pidana yang telah dilakukan juga mempertimbangkan aspek individualitas pelaku tindak pidana. 
2. Pengaturan mengenai tindak pidana dan pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak azasi manusia, dan prinsip- prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. 
3. Modernisasi hukum pidana nasional dengan menegaskan pengaturan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 
4. Adanya penambahan beberapa jenis pidana baru yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. 
5. Pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok, melainkan diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukan bahwa pidana mati betul-betul bersifat khusus sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
	Apabila dihubungkan dengan kebijakan kriminal upaya mengurangi kepadatan narapidana, maka secara luas dapat mencakup kebijakan sistem pemidanaan yang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana. Kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai perwujudan kebijakan dari penerapan pidana penjara dalam sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan maupun kebijakan selektif dan limitatif. 
Oleh karena itu, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan maupun kebijakan selektif dan limitatif akan mencegah terjadinya kepadatan narapidana. Upaya mengurangi kepadatan narapidana dapat diartikan sebagai upaya negara dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan kriminal. Akar penyebab tingginya tingkat penjatuhan pidana penjara dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan hanya dapat diatasi secara berkelanjutan jika dianalisis dan dipahami dengan akurat dan komprehensif. 
Menganalisis secara komprehensif penyebab khusus dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam konteks apapun dan mengatasi penyebab yang mendasari kejahatan dan hukuman penjara adalah penting bagi keberhasilan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan lapas dan penjatuhan pidana penjara. 
Ketua Yayasan LBH Indonesia Asfinawati (2018) berpendapat bahwa menambah jumlah penjara bukanlah jawaban atas kondisi lapas yang penuh sesak. Menurutnya, kebanyakan penghuni lapas adalah orang yang sebenarnya tidak perlu dipenjarakan, seperti narapidana yang terkait kasus narkotika serta narapidana kasus perdata seperti hutang - piutang. Sebenarnya banyak pengamat dan ahli hukum yang mengkritisi penggunaan UU Narkotika untuk mempidanakan pengguna narkotika, yang seharusnya cukup direhabilitasi. Asfinawati juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, orang yang tidak sanggup membayar kewajiban perdata seperti utang, tidak dapat dipidanakan.
Perubahan Paradigma Hukum dalam mengatasi overload Lapas
Kebijakan dan langkah strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain melalui: membangun lembaga pemasyarakatan baru atau menambah kapasitas dengan gedung baru, mempercepat program reintegrasi sosial, mengadakan redistribusi narapidana, memperkuat forum MAHKUMJAKPOL (Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM), menerapkan prinsip restorative justice melalui proses diversi terutama pada kasus anak berhadapan dengan hukum.
Kebijakan reintegrasi bagian dari sistem peradilan pidana dan merupakan amanat dari regulasi. Kebijakan mempercepat reintegrasi yang mempercepat narapidana keluar dari lembaga Lapas akan mengurangi pengaruh budaya penjara (prisonisasi) yang cenderung negatif. Disamping mengurangi kepadatan, juga akan mengurangi biaya makan dan perawatan narapidana sehingga dapat menekan pengeluaran negara.
Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dimasa mendatang tentu banyak langkah-langkah yang dapat dipilih untuk diterapkan. Seharusnya sistem penghukuman atas pidana diubah dalam bentuk yang tak semuanya  berakhir menjadi tahanan  penjara, selain seringkali juga tak menjerakan pelaku. Sistem itu bisa berwujud misalnya kerja sosial-wajib atau penghilangan bagian tubuh atau denda. Atau juga dengan membuat system tidak setiap aduan atau persoalan pidana harus direspon hingga ke gedung pengadilan yang kemudian bisa berujung penjara. 
Berikutnya adalah sistem preventif. Biasanya orang melakukan kejahatan adalah motif ekonomi dan moralitas, untuk itu perlu dikemas pendidikan keagamaan (aqidah) yang kuat dan produktif (bukan dogmatis), serta sistem ekonomi yang menghadirkan keadilan ekonomi dan kemerataan ekonomi.
Perubahan paradigma hukum saat ini kepada syariah Islam menjadi perlu dipertimbangkan. Karena Syariah Islam memberikan pencegahan dan pemberi efek jera. Hal ini dikarenakan, hukumnya berasal dari Allah Swt, Dzat yang menciptakan manusia. Hukumnya kokoh dan tidak berubah-ubah sesuai selera manusia. 
	


Salah satu strategi untuk menurunkan tingkat kriminalitas, tentu pemerintah pun harus terus menambah perluasan lapangan kerja. Dengan meningkatnya lapangan kerja akan membuat pengangguran menurun. Pengangguran menurun akan berefek pada turunnya tingkat kriminalitas. Faktor ekonomi, tetap merupakan alasan utama seseorang berbuat kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya orang  yang kalah berkompetisi dalam meraih suatu pekerjaan. Dengan pasokan lapangan pekerjaan yang bertambah mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Hal ini akhirnya bertujuan untuk mengurangi tindak kejahatan (kriminalitas)
Sistem Good Time Allowance ini bisa dijadikan cara alternatif untuk mengurangi adanya kepadatan Lapas yang selama ini terjadi. Model ini juga mengarahkan pada sisi pelaku (narapidana) selama dalam pembinaan di lembaga pemsyarakatan juga mempunyai hak untuk mengajukan pengurangan masa pidana dengan melakukan pekerjaan yang baik tersebut. Good Time Allowance dapat digunakan dalam kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana dengan tujuan perbaikan individu narapidana dengan diberikan motivasi untuk berubah memperbaiki kepribadianya menjadi baik di lembaga pemasyarakatan. 
Alternatif lain dalam pengelolaan lapas diungkapkan oleh kriminolog dari Universitas Indonesia Prof. Adrianus Meliala yang perlu mendapat  kajian lebih lanjut adalah tentang ide privatisasi penjara, yakni memberikan kepercayaan kepada pihak swasta untuk mengelola lapas, sehingga pemerintah  dapat menuntut akuntabilitas pihak swasta, dan pihak terkait akan berhati-hati dalam rangka mengelola situasi yang harus mereka tangani, secara profesional, efektif dan efisien dan tidak mentolerir adanya SDM yang melakukan tindakan kekerasan, apalagi perilaku KKN, meskipun hal ini tidak mudah mengingat jumlah narapidana yang mencapai ratusan ribu orang dengan kasus yang cukup kompleks.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam uraian atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana. Pasal 1 ayat (6) UU No. 12 tahun 1995 yang berbunyi bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaaga kemasyarakatan. Namun demikian, para nara pidana memiliki hak-hak yang harus ditunaikan sesuai dengan pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 antara lain: hak untuk beribadah, perawatan kesehatan, pendidikan, informasi, bimbingan kerja, kunjungan keluarga, dll. Akan tetapi akibat terjadinya overkapasitas yang dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, sulit untuk memberikan pelayanan terhadap narapidana secara maksimal. Bahkan dibeberapa tempat terjadi kondisi yang memperihatinkan dengan kamar yang penuh sesak, bercampur dengan pelaku tindak pidana yang berbeda-beda, sulitnya pengawasan, memburuknya psikologis para narapidana, kesehatan yang tidak terjamin, makanan seadanya yang seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal maupun vertical.
2. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana tersebut, serta merupakan penerapan yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karakteristik dan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan dan Rutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara cukup menghawatirkan, karena dengan kapasitas 2.928 orang, penjara di wilayah ini menampung 9.901 penghuni, over kapasitas mencapai (289%). Okuvansi Lapas yang paling tinggi di daerah ini terjadi di Lapas Kelas II A Tarakan dengan overkapistas sebanyak (525) orang, urutan kedua terpada terjadi di Lapas Balikpapan dengan overkapasitas sebanyak 377 orang, selanjutnya urutan ketiga terdapat di Tenggarong dengan overkapasitas sebanyak 280 orang, sedangkan Lapas yang paling rendah tingkat okuvansinya adalah Lapas kelas III Bontang dengan overkapasitas hanya 108 orang. Oleh sebab itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar membuat kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat overkapasitas mengingat kondisi lapas yang penuh sesak akan berdampak pada terabaikannya pembinaan menjadi warga negara yang seutuhnya. Adapun pilihan kebijakan antara lain: 1). menambah kapasitas Lapas dan Rutan di Kalimantan Timur sesuai degan kemampuan keuangan pemerintah; 2) untuk tahanan tindak pidana penyalah gunaan narkotika hendaknya dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
3. Strategi Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Kemasyarakatan sebagai operator pelaksana dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana, selama ini belum berjalan maksimal karena masih tingginya tingkat kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Oleh sebab itu perlu dicarikan solusi alternative untuk mengatasi persoalan tersebut antara lain; 
a. membuat program pembinaan narapidana, pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik melalui (system good time allowance) melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial. 
b. Konkritnya narapidana yang melakukan pekerjaan baik mendapat penghargaan atau upah pengurangan masa pidana dengan ketentuan 2 hari bekerja dikurangi masa pidana 1 hari atau minimum pengurangan masa pidana 1 hari dengan maksimum 15 hari per bulan. Ketentuan lama waktu penguranan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik adalah bekerja selama 7 jam per hari selama 6 hari atau bekerja 42 jam per minggu. Namun, model system good time allowance  perlu dilakukan secara ketat dan terib agar jangan disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penyimpangan dengan modus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dapat meruntuhkan nilai-nilai keadilan sebagi prinsip dalam praktek penegakan hukum.
Saran dan Rekomendasi
1. Perlu disusun strategi kebijakan di Lapas untuk membantu rehabilitasi narapidana untuk menyiapkan proses resosialisasi dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu narapidana tersebut. Kebijakan memperkuat program pembinaan mempercepat reintegrasi narapidana untuk mengurangi overkapasitas di Lapas dan Rutan dengan melahirkan kebijakan yang fleksibel melalui pengurangan masa menjalani pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Seharusnya sistem penghukuman atas pidana dapat dibuat alternative lain dalam bentuk yang tak semuanya berakhir penjara, selain seringkali juga tak mampu menjerakan para pelaku. Sistem itu bisa berwujud misalnya kerja social-wajib atau denda. Atau dengan membuat system tidak setiap aduan atau persoalan pidana harus direspon hingga ke gedung pengadilan yang kemudian bisa berujung di lembaga pemasyarakatan.  
3. Disarankan agar Lapas lebih meningkatkan kegiatan kerohanian dengan tujuan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian diantara penghuni Lapas yang umumnya juga penganut agama islam. Selain itu, perlu disosialisasikan kepada para ex- penghuni Lapas dapat mengkampanyekan agar masyarakat lain berupaya sekuat tenaga tidak melanggar hukum yang dapat berakibat menjadikan orang terpaksa menghuni Lapas, padahal hidup di Lapas merupakan sesuatu yang menyesakkan dan menderita. 
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